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BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI PEMALANG,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang
Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pemalang;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3684);
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4168);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor
13 Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5772);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2
Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 14);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2
TAHUN 2005 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor
2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2005 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 5 dan angka 6 diubah, angka 4
dihapus, diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan angka 4a, sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1.
2.

4a.

Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Pemalang.

Dihapus

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP
adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk mendudukijabatan pemerintahan.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana baik yang
berada di pusat maupun daerah, yang diberi wewenang khusus
oleh undang-undang.

Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya
disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-undang
untuk melakukan penyidikan.
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8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang
terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

(1) PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas
usul Bupati melalui Menteri Dalam Negeri.

(2) Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi
Manusia setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan
Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8

(1) Syarat-syarat pengangkatan PNS menjadi PPNS adalah sebagai
berikut:

a. masa keija sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;

b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan Ill/a;
berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain
yang setara;

d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;

e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat
keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;

f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekeijaan dalam Penilaian
Prestasi Kerja PNS atau dokumen lain yang dipersamakan
paling sedikit bemilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang
penyidikan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan PPNS
diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9

(1) Apabila terjadi mutasi wilayah keija PPNS, Bupati menyampaikan
surat mutasi kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia
melalui Menteri Dalam Negeri untuk diterbitkan Keputusan
tentang Mutasi Pejabat PPNS.
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Usui Penerbitan Keputusan tentang Mutasi PPNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:

a. fotokopi keputusan tentang pengangkatan PPNS;

b. fotokopi keputusan tentang kenaikan pangkat PNS; dan

c. fotokopi surat keputusan mutasi wilayah keija.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagali
berikut:

@)

)

©)

Pasal 10

PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:

a. diberhentikan sebagai PNS;

b. tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakkan
hukum; atau

c. atas permintaan sendiri secara tertulis

Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi

Manusia melalui Menteri Dalam Negeri disertai dengan alasannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian PPNS diatur

dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga
Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

(1)

2

©)

Pasal 11

PPNS sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu harus
mengucapkan sumpah/janji dan dilantik.

Pelantikan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia atau pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dihapus.

7. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus
sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

@)

2

3)

Pasal 12

PNS yang telah diangkat menjadi PPNS harus mempunyai Kartu
Tanda Pengenal.

Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditandatangani atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 13

Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(1), berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal

dikeluarkan dan dapat diperpanjang.

Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua)

bulan sebelum berakhir masa berlaku dan harus dilengkapi:

a. fotokopi surat keputusan pengangkatan pejabat PPNS;

b. fotokopi kartu tanda pengenal yang akan berakhir masa
berlakunya;

c. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang
dilegalisir;

d. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS atau dokumen lain yang
dipersamakan 1tahun terakhir yang dilegalisir; dan

e. pas foto terbaru ukuran 2x3 cm berwama (dasar merah)
sebanyak 2 (dua) lembar.

9. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi
sebagai berikut:

)

2

3)

Pasal 18

Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a,
dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b,
dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala
Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung sesuai dengan
tugas dan fungsi masing-masing.

Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
huruf c, dilakukan oleh Bupati bekeija sama dengan Kepolisian
Republik Indonesia.

10. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu ) bab, yakni BAB IXA,
dan di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

@)

2

BAB IXA
SEKRETARIAT PPNS

Pasal 18A

Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberdayaan
PPNS dibentuk Sekretariat PPNS.

Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara €ex
officio diketuai oleh Sekretaris Daerah dan dibantu pelaksana tugas
harian yang dijabat oleh Kepala SATPOL PP.
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(3 Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata Kkerja

Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati

11. Ketentuan Pasal 21 dihapus.

Pasal 21

Dihapus

Pasal Il
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Mei 2017

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI
Diundangkan di Pemalang

pada tanggal 30 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd

BUDHIRAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (12/2017);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat |
NIP. 19670510 199603 1002
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
UMUM

Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara
berdaya guna yang menjamin adanya ketertiban dan Kkepastian
hukum dengan penegakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan
Daerah. Oleh karena itu peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah
sangat menentukan.

Bahwa pengaturan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil
yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M.HH.01.AH.09.01 TAHUN 2011 tentang Tata Cara
Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah
Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk,
Ukuran, Wama, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
disesuaikan.

PENJELASAN

Pasal |
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
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Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Pembinaan Umum yang dilakukan oleh Menteri Dalam
Negeri berupa pemberian pedoman, bimbingan,
pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan
pemberdayaan PPNS
Ayat (2)
Pembinaan Teknis yang dilakukan oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Republik
Indonesia dan Jaksa Agung berupa pembinaan baik
teknis administrasi, penyidikan, penuntutan dan/atau
penangan perkara yang ditangani.
Ayat (3)
Pembinaan operasional yang dilakukan oleh Bupati
bekeija sama dengan Kepolisian Republik Indonesia
berupa petunjuk teknis operasional PPNS.
Pasal 18A
Cukup jelas.
Pasal 21
Dihapus.
Pasal Il
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 12



